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Per syar atan

1. Permohonan penjualan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan disertai:
2. a) penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN;

3. b) data administratif;

4. ¢) nilai limit Penjualan;

5

. d) surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan.

Sistem, M ekanisme dan Prosedur
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Pengguna Barang

Tidak < Lengkap?

Menyusun konsep Surat
pevselujuan/pen olakan
penjualan

1. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan beserta dokumen persyaratan
kepada Kepala KPKNL

2. KPKNL melakukan penelitian atas permohonan Penjualan BMN (pertimbangan permohonan

Penjualan, penelitian data administratif, pemenuhan persyaratan)
3. Apabila berkas tidak lengkap, maka KPKNL akan mengirimkan surat permohonan kelengkapan berkas

4. Dalam hal diperlukan, KPKNL melakukan penelitian fisik BMIN yang direncanakan dilakukan Penjualan,

termasuk melakukan penilaian

5. Apabila berkas lengkap, KPKNL menentukan disetujui atau tidak disetujuinya permohonan Penjualan.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja
7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan asli diterima KPKNL dan dokumen lengkap sampai dengan

diterbitkan surat persetujuan/penolakan

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan

Produk Pelayanan

I Biaya/ Tarif
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Pengaduan L ayanan Negara Lelang Bukittinggi

website: www.wise.kemenkeu.go.id

website KPKNL: sipgadang-kpknlbukittinggi.com - klik *pengaduan*
handphone pengaduan: 082358923540

kotak pengaduan di APT
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